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ABSTRAK

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan

terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting,

karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus

diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak -
yang lidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham,

dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang

ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis

sanksi pidana yang dikenakan terfladap orang dan komporasi,
merupakan alternatif model dalam menyusun kebijjakan legislasi yang

ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana
komporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu

kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam * merumus-

kan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis

yang perlu dihindan, karena dapat menghambat upaya pencegahan

dan penanggulangan kejahatan/ pemberantasan kejahatan korporasi

pada tahap aplikasi dan eksekusi
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sistem - (aturan perundang-undangan) sistem pemidanaan, yang terdiri dari
yang mengatur bagaimana hukum “aturan umum® (general rules) (Buku
pidana  ditegakkan atau diope- | KUHP) dan aturan khusus (special

rasionalisasikan secara konkret, rules) terdapat dalam Buku Il dan
sehingga seseorang dijatuhi sanksi 1l KUHP  maupun dalam UU
(hukum) pidana. Dengan demikian, Khusus diluar KUHP. i

maka sistem pemidanaan identik Pembahasan tentang sistem

dengan sistem penegakan hukum pidana62 untuk korporasi berdasarkan -
pidana yang terdiri dari sub-sistem pengertian sistem pemidanaan ter-
Hukum Pidana Materiel/ Substansi, sebut diatas adalah sistem pemi-
sub-sistem Hukum Pidana Formal danaan substantif yang terdapat
dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan dalam RUU KUHP 2004. Jenis
Pidana. Ketiga sub-sistem itu pidana dalam Rancangan KUHP
merupakan satu kesatuan sistem 2004 diatur dalam Pasal 62, yang
pemidanaan, karena tidak mungkin bunyinya sebagai berikut :

pidana dioperasionalkan/ ditegakkan 1) Pidana Pokok terdiri atas :
secara konkret hanya dengan salah a. Pidana penjars;

satu  sub-sistem itu.  Pengertian b. Pidana tutupan;

sistem pemidanaan yang demikian c. Pidana pengawasan;

itu dapat disebut dengan sistem d. Pidana denda; dan
pemidanaan fungsional atau sistem e. Pidana kerja sosial.
pemidanaan dalam arti luas. % 2) Urutan pidana sebagaimana

Kedua dari sudut norma-substantif dimaksud dalam ayat (1)
(hanya dilihat dari norma-norma menentukan berat ringannya
hukum pidana subtantif), sistem pidana.

pemidanaan dapat diartikan sebagai

Keseluruhan sistem aturan/norma
hukum pidana materiel untuk
pemberian/penjatuhan -~ dan  pelak-
sanaan pidana. Dengan demikian,

Sedangkan Pasal 64, mengatur
tentang pidana tambahan.

maka keseluruhan peraturan ., /id, hal 2, 3.
Masalah pemidanaan merupakan masalah
perundang-undangan (statutory rules) yang kurang mendapat perhatian  dalam
3 pelajaran hukum pidana, bahkan ada yang
yang ada didalam KUHP maupun menyatakan sebagai anak tii  (Maurach).
UU Khusus diluar KUHP, pada Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka

hakikatnya merupakan satu kesatuan masalah pemidanaan dan pidana merupakan
_ masalah yang sama sekali tidak boleh

ok dilupakan, lihat Sudarto, Pemidanaan, Fidana
Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan dan Tindakan, Kertas Kerja Pada Lokakarya

Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP Masalah  Pembaharuan Kodifikasi  Hukum
2004, Disampaikan Dalam Acara Silaturahmi Pidana Nasional, BPHN, Jakarta, 13-15
Akademik di STH Bandung, 12 Juli 2005, Desember 1982.

hal 1,2.
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d. Katagori IV Rp. 75.000.000,00 -
(tujuh puluh lima juta rupiah);

e. Katagori V Rp. 300.000.000,00
- (tiga ratus juta rupiah);

f. Katagori Vi Rp.
3.000.000.000,00 - (tiga miliar
rupiah). (Lihat Pasal 77 ayat

(3) Rancangan KUHP 2004).

Selanjuthya pengaturan pidana
denda untuk korporasi dalam Pasal
77 ayat (5) dikatakan :

“ Pidana denda paling banyak

untuk korporasi yang mela-
kukan tindak pidana yang
diancam dengan : :
~a. Pidana  penjara  paling

lama 7 (tujuh) tahun sam-
pai dengan 15 (Al.ima
belas) tahun adalah denda

~ katagori V; ’
b. Pidana mati, pidana
penjara’  seumur  hidup,

atau pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun
adalah denda katagori VI."

Selanjutnya dalam penjelasannya
dikatakan bahwa : '

“Dalam hal rumusan tindak
pidana dalam suatu peraturan
perundang-undangan tidak
mencantumkan ancaman pida-
na denda terhadap korporasi,
maka berlaku ketentuan dalam
ayat ini, dengan ' minimum
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pidana denda sebagaimana
ditentukan dalam ayat (6)."

Pasal 77 ayat (6) Rancangan
KUHP 2004), menyatakan :

“Pidana denda paling sedikit

untuk korporasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5)
adalah denda Katagori V"

(tujuh puluh lima juta rupiah).

Pidana tambahan, tentang
pencabutan  hak, . khusus  untuk
korporasi, maka yang dicabut adalah
segala hak yang diperoleh korporasi.
(Lihat Pasal 88 ayat (2) Rancangan
KUHP. 2004). Misalnya hak untuk
melakukan kegiatan dalam bidang
usaha tertentu (Penjelasan Pasal 84

ayat (2)). Jika pencabutan hak
dijatuhkan  pada . korporasi, maka
hakim bebas dalam menentukan

Iama' pencabutan hak tersebut. (Lihat
Pasal 91 ayat (2) Rancangan KUHP

- 2004).

Jenis-jenis sanksi pidana yang
dikemukakan dalam: Rancangan
KUHP 2004, pada- dasarnya lebih

berorientasi pada “offender’ walaupun
terdapat beberapa jenis pidana yang

berorientasi pada korban seperti
pidana pengawasan, pidana kerja
sosial. Walaupun terdapat pidana
pembayaran ganti kerugian, yang
sebenamya salah satu jenis pidana
yang berorientasi - pada - korban
(“victim  oriented’), tetapi  sangat
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disayangkan tidak disebutkan secara
tegas dapat dikenakan terhadap
korporasi. Walaupun sebenarnya
pidana berupa pembayaran ganti
kerugian, dapat dikenakan terhadap
korporasi (lihat Pasal 96 ayat (1)
Rancangan KUHP), akan tetapi
apabila kita periksa ayat selanjutnya
dari Pasal 96 yaitu ayat (2), yang
berbunyi :

“Jika kewajiban pembayaran ganti
kerugian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dilak-
sanakan, maka berlaku ketentuan
pidana penjara pengganti untuk
pidana dends".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut
diatas, maka ketentuan Pasal 96
Rancangan KUHP 2004, ditujukan
terhadap orang dan bukan untuk
korporasi. Hal ini disebabkan,
apabila kewajiban pembayaran ganti
kerugian tidak dilaksanakan, maka

berlaku ketentuan pidana penjara
pengganti  untuk  pidana  denda.
Ketentuan ini hanya dapat dike-
nakan terhadap subjek  tindak

pidana berupa orang.

Begitu pula jenis pidana pokok
berupa pidana pengawasan, ternyata
juga tidak dapat dikenakan terhadap
korporasi. Seharusnya pidana ter-
sebut dapat dikenakan korporasi
dengan istilah “corporate probatior,
yang berlaku untuk korporasi
dengan disertai syarat antara lain
membayar ganti kerugian terhadap
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korban. |de “corporate probatior” ini
sebenamya identik dengan pidana
bersyarat/pengawasan (“suspended
sentence probation”) untuk orang
biasa. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Markus Wagner yang
menyatakan “the probation order for
a corporate entity is similar to the
probation order for individuals'.

Jadi ide “corporate  probation”
tersebut merupakan konsekuensi
logis dari perluasan subjek tindak
pidana, dari “orang” ke “korporasi”.
Alasan pidana pengawasan tidak
dapat dikenakan pada korporasi,
sebagaimana diatur dalam
Rancangan KUHP 2004, dalam
Pasal 74 sampai dengan Pasal 76,
apabila ditelaah lebih lanjut,
merupakan jenis pidana yang
ditujukan kepada orang dan bukan
terhadap korporasi. Alasan secara
yuridis dapat dilihat pada Pasal 74

Rancangan KUHP 2004, yang
berbunyi :
“Terdakwa  yang melakukan

tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling
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